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PEMPROV KALTENG BERHASIL TURUNKAN PREVALENSI STUNTING 
SEBESAR 3,4 PERSEN 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 
berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 3,4 persen berdasarkan Survei 
Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, yakni dari 26,9 persen pada 2022 menjadi 23,5 
persen pada 2023. 

"Melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi pada lintas sektor, kami 
terus mengoptimalkan upaya pengendalian stunting di Kalteng," kata Gubernur Kalteng 
Sugianto Sabran dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Kamis. 

Intervensi terhadap stunting atau permasalahan pertumbuhan pada anak di Kalteng, 
di antaranya dilakukan melalui penguatan posyandu, pemberian bantuan makanan, 
edukasi masyarakat, serta berbagai langkah lainnya. 

Masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi bersama Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) dalam beberapa waktu terakhir bergerak secara mandiri, 
mendampingi sejumlah posyandu di berbagai kabupaten dan kota. Tujuannya agar 
pendampingan kepada masyarakat maupun pencegahan stunting bisa dioptimalkan. 

Persoalan stunting masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan 
Generasi Emas 2045. Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan 
anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan panjang atau 
tinggi badan anak yang berada di bawah standar. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, target penurunan prevalensi stunting pada 
anak di bawah usia dua tahun untuk wilayah Kalteng adalah sebesar 15,38 persen pada 
2024. 

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan 
Penurunan Stunting (TPPS) provinsi itu mengimbau kepada masyarakat agar menikah di 
atas 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. 

Imbauan ini disampaikan, karena pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang 
turut menyebabkan terjadinya stunting. Meski demikian, pernikahan usia anak juga 
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mengalami penurunan, yang sebelumnya berada di peringkat dua, pada 2023, menjadi 
peringkat enam dari 38 provinsi. 

"Pernikahan usia dini banyak ruginya, salah satunya menyebabkan lahir anak 
stunting," ujarnya. 

Untuk itu Edy Pratowo meminta dukungan semua pihak, termasuk masyarakat 
untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan stunting di Kalimantan Tengah. 

Pengendalian stunting bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas 
bersama. Oleh karenanya, diperlukan komitmen kuat dalam menggerakkan seluruh sektor 
untuk menurunkan stunting di Kalimantan Tengah. 

 
Sumber Berita: 
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Catatan: 

Pemerintah Daerah melakukan upaya penurunan kasus stunting yang terjadi pada 
daerahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting pada:  
1. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang 
ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan. 

2. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan 
Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud meliputi : 
a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, kota, dan Pemerintah 
Desa; 

b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; dan 
c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. 

 


